
 

 

 
 

BAB  III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan

Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  

maka  penulis  menarik  kesimpulan  sebagai  berikut  :

Konsekuensi  bagi  Jaksa  yang  tidak  menggunakan  kewenangannya  

dalam  prapenuntutan  untuk  memperbaiki berkas  perkara  Penyidikan  

sama  saja  dengan  melanggar  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  

Indonesia  Nomor  PER-067/A/JA/07/2007  Tentang  Kode  Prilaku  Jaksa  

khususnya  empat  point  penting  yang  terdapat  dalam  BAB  II  Pasal  3  

peraturan  ini    terkait  dengan  kewajiban – kewajiban  Jaksa.  

Pelanggaran  terhadap  empat  point  tersebut  berkonsekuensi  pada  

kemungkinan  dijatuhkannya  sanksi/tindakan  administratif  yaitu 

Pembebasan  dari  tugas-tugas  jaksa  paling  singkat  tiga  bulan dan 

paling  lama  satu  tahun  dan  selama  masa  menjalani  tindakan 

administrasi  tersebut  tidak  diterbitkan  Surat  Keterangan Kepegawaian  

atau  Pengalih  tugasan  pada  satuan  kerja  yang  lain.
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B. SARAN 

1. Disarankan  kepada  pihak  Kejaksaan  untuk  lebih  menggalakkan  

penegakan  peraturan  kode  etik  yang  ada  untuk  meminimalisir  

bahkan  menghilangkan  bentuk – bentuk  pelanggaran  terhadap  

kewajiban – kewajiban  Jaksa  sesuai  dengan  Peraturan  kode  etik  

profesinya. 

2. Disarankan  kepada  pihak  Kejaksaan  untuk  membuat  suatu  sanksi  

yang  lebih  tegas  lagi  yang  akan  dikenakan  kepada  setiap  anggota  

Kejaksaan  diseluruh  Republik  Indonesia  yang  tidak  melakukan    

kewenangannya  dalam  prapenuntutan  untuk  memperbaiki  berkas  

perkara  penyidikan. 
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